PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1l
SLALINAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbhang

Mengingat

SURABAYA

NOMOR 20 TAHUN 1987
TENTANG
PAJAK POTONG HEWAN

DENGAN RAMMAT TUHAN YANG MAHAR ESh

WALIKOTAMADYA KEPALA DAFRAH TINGKAT II SURABAYA

: bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan pelayanan ke

pada masyarakat dibidang Pemotongan Hewan dan dalam upaya

meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak, maka

dipandang perlu untuk meninjau kenbali Peraturan Daerah Xo

tapraja Surabaya Nomor 2 tahun 1959 tentang Mengadskan dan

Memungut Pajak Potong Fewan vang sudah tidak sesuai lagi de

nagan kondisi perekonomian/keuvangan saat ini, dengan menuang

kan kedalam suatu Peraturan Daerah.

* 1.

Undang-undang Nemor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe
rintzhan di Daerah ;

Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan-
Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur /
Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta -
juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;

Undang-undang Nemor 1l Drt. tabun 1957 tentang Peraturan
Umum Pajak Daerah ;

Ordonansi Pajak Potong 1936 ;
Undang-undang Nomor & tahun 1956 tentang Perimbancan Keu
angan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 ten

tang Penyerahan Pajak Pajak Negara kepada Daerah ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 ten
tana Hukum Acara Pidana ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun
1983 tentano Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana ;



10.

11.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 22 tzhun -~
1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;

Xeputusan Menteri Pertanian Nomor S555/Kpts/Tn.240/9/1986-
tentang Syarat svarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pe

motonaan Hewan ;

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M -
05.PW - 07 - 03 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan-
Pengusulan Pengangketan dan Pemberhentian Penyvidik Pecawai
Negeri Sipil ;

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M -
04,PW -~ 07 - 03 tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pega
wal Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IY

Surakeava,

Men:tapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DRERAH KOTRMEDYA DAFRAH TIMGKAT II SURARRYA  TEN~
TANG PAJAK POTONG HEWAN,

BAB I
KETENTUAN UMOM
Pasal 1

palam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan {stilah :

a.

Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Ting
kat 11 Surabaya ;

KXepala Daersh, ialah Walikotamadya Kepzla Daerah Tingkat
Il Surabaya ;

Dinas Perdapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Ko
tamadva Daerah Tingkat IY Surahaya ;

Pajak Potong Hewan, ialah Pajak yvang dipungut karena memo
tong hewan ;

Anli, ialah dokter hewan pada Dinas Peternakan Daerah Ko
tamadya Daerah Tingkat IY Surabava ;

Pejabat vang dituniuk, ilalah Xepala Dinas Peternakan Dae
rah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;



g. Hewan, ialah sapi, kerbau, kudz, babi, kambing dan domba :
h. Pomotongan darurat, ialah pemotonaan hewan yang terpaksa ha
rus dilakukan :

i. Pemotonoan hajat, ialah pemotoncan hewan yang dilakukan ti

dak scbagai perusahaan atau suatu mata pencaharian ;

j. Pemotongan usaha, ialah pewmtongan hewan bagi mereka vang -
menjadikan pemotoncan hewan ini sebacai verusahaan atau ma

ta pencaharian,

BAE II
WILrYAH, WAMA, ORYFK DXM SUBYEK PAJAK
Pagal 2

{1} Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingket II Surabaya, dipunout -
Pajak atas ijin perotonoan hewan dengan nama Pajak Potong He
wan ;

(2) Obyelk Padak adalah hewan yenc dipotonc ;

(3) Subyek Pajak adalah pemilik &ari hewan vana dipotong atau peme

gang iiin,

Pasal 3

Dibebaskan dari rnungqutan Pajak Potong Fewan sebacaimana dimaksud -
dalam Peraturan Daexrah ini adalah sebagai bherikut :

a, Pemotongan hewan atas porintah Kepala bPaerah ;

b. Permotongan hewan untuk upacara keagamaan atau uvacara adat :

BXP III
KETEMTUAN PERYJINAN

Pasgal 4

{1) Untuk pemotoncan hewan harus ada ijin tertulis dari ¥epala Dae
rah ztan Fejabat yanc ditunijuk dan iiin diberikan setelah yvang

bersanakutan melunasi perbayaran Pajalk Potone Hewan ;

(2} Ijin tertulis dimakeud pada ayat (1} pasal ini selanjutnya dJi
disehut Surat Iijin Potong Howan dan sckaliocus merupakan kwitan

si hagi pembavaran maiak ;

{3) Tata cara mcmperoleh Surat Ijin Potone Pewan serta nembayaran-

Pajak Potongnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

{4} Warna dan hentuk Surat Ijin Potong Hewan dimaksud pada  ayat-
{2} pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.



(1}

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

{4)

(5)

(6)

Pasal 5

Untuk mendapatkan Surat Ijin Potong Hewan guna keperluan hajat,
pemilik harus terlebih dahulu mendapat Surat Keterangan dari ¥e

nala ¥elurahan sectempat ;

Ijin Pemotoncan Hewan untuk keperluan hajat hanva diberikan ke
pada mereka vang betul betul tidak akan memperijuzl belikan da

ging vang berasal dari hasil pemoténgan hajat tersebut

Denctan menyerahkan Surat Keteranman tersebut pada avat (1) kepa
da Pejabat terschut pada pasal 5 ayat (1), pemilik hewan  akan
mendapat Surat Ijin Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) pasal ini.

Pasal 6

Dilarang memotong hewan tanpa memiliki terlebik dahulu Surat -
Ijin Potono Hewan yanag dimaksud pada pasal 5 ayat (2) Peraturan
Daerah ini, kecuali dalam keadaan seperti tercantum pada ayat
{2) pasal ini ;

Ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku terha
dap hewan yang karena kecelakaan, keadaannya yang sedemikian ru

pa sehingga hewan itu terpaksa segera harus dipotong ;

Hewan yang dipotong karena kecelakaan sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (2) pasal ini harus dikuatkan dengan Surat Keterangan-
Polisi mengenai peristiwa kecelakaannya dalam waktu 24 (dua pu-
Iuh emnat) jam sesudah hewan dipotong dan Pajak Potong Hewan -

Yang terhutang harus secera dibayar :

Dilarang menjual belikan daoing dacinc yang berasal dari pemo -

tongan hewan untuk hajat ;

Pajak potong hewan vanc telah dibavarkan daspat diminta kembali-
oleh pemeganc Surat Ijin Potonn Hewan, apabila dagine dari he
wan yana dipotona, menurut pertimbangan ahli tidak davat diper
cunakan seluruhnya untuk dimakan dan segala hasil pemotongan ke
cuali kulit harus dimusnahkan atau ditanam dibhaweh pengawasan -
ahli ;

Untuk mendapatkan kembali Pajak yang telah terbayar tersebut, -
maka yang berkepentincan harus menyerahkan kemball Surat Ijin
Potone Hewan vang telah diperolehnya beserta Surat Keterangan -
Fejakbat Ahli vana éimaksud dalam pasal 1 huruf f dalam waktu -
dua hari sesudah hewan itu dipotonag kepada Kepala Dinas Penda -

patan Daerah,



BB v
SUSUNAN CRCANISASI
Fasal 6

(1) Susunun Orgsnissasi Dinas Pengawssan Dangunon Daerah terdiri dari:
as Kepalz: Dinas 3
be Sub Bagian Tata Usaha 3
Ce Soksi-gseksi terdiri dari @
1e Seksi Bina Program 3
2» Sckei Perijinan Bangunan ;
3¢ Scksi Pengawasan dan Penortibun Bongunan

4e Scksi Pemetaan, Penomoran dan Pongarsipan ;

(2) Bagan Susunan Organisssi dan Tuta Kerjs Dinas Pengawmsan Bangun
zn Daorah torsebut pada ayat (1) pesal ini scbageimans torcan -

tum dal.m Lampiran Poraturan Dacral ini.

BAB VI
TUGAS , WEBWENANG DAN TANGGUNG J 4
Bagian Portana
K&PALA DINAS

Pasal 7T

(1) Kcpal:.. Dinas mempunyai tugas dan tongoung jawsb @
3e Hemimpin polaksunaan ketentuan schagaimona dimaksud dazlsm pe
51l 4 dan pagal 5 Peraturun Duwerzh ini j

be Momimpin dan mengkoordinasikuin kegirian kegiatan Aparat Pe-

luksana Dinas Pengawasan Sangunzn Diorah 3

(2) Kopala Dinas dalam melaksanakan tugzenys bortanggung jawab lang
sung kopada Kepala Daerah.

Bagian Koduza
SUB BuGIa¥ TaTA Ui
Pagal 8

(1) Tugas Sub Bagisn Tata Usaha adalah melekssnakan kegiatan admi =
minisirasi, ketata-usahaan, adminisirssi kouangaon, kepogawadion,
inventarisasi dan perlengkapan kantor don membantu Kepala Dinas
dalam polaksanakan pembinasn administrasiy, Organisasi dan kotae
tzlakscnaan galam lingkungan Dinas Pongawesan Bangunan Daerah

(2) Sub Bagian Tata Usahs dipimpin oleh scorung Kepala Sud Bagian ,
y-hg dalam melaksanakan tugasnyz bertonggung jawab kepade Kopoe

la Dinzse



rasal 10

{1) palam melaksanakan tucaes penyidikan, Tejabat Penyidik Pegawai
Neceri €inil dimaksud pada nasal ¢ Peraturarn Daerah ini, her-

Vienanc s

a&. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentano ada

nya tindak pidana :

b. Melakukan tindakan vertama pada saat itu ditempat kejadi-

an dan melakukan pemeriksaan ;

z. Menyuruh berhenti seseoranc tersancka dan memeriksa tanda

rencenal diri tersancka ;

4. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
€. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai -

tersangka atau saksi ;

. Mendatanakan oranat ahli vans diperlukan dalam hubuncannya

dengan pemeriksaan perkara ;

h. Mencadakan penchentian penyidikan setelah mendapat petuniuk
dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau
peristiwa tersebut bukan mervnakan tindak pidana dan selan
jutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersecbhut-

kerada Penuntut Unmurm, tersancka atauv keluarcanya ;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat diper -

tangerune jawabkan.

FAB WII
KETENTUAN  PENUTUD
Pasal 11

Nencan diundanckannva Peraturan Daerah ini, dinvatakan dicabut -
dan tidak bherla¥u laci Feraturan Daerah ¥otapraja Momor 2 tahun
1952 tentang Mencadakan dan Memunqut Fajak Potong Hewan dengan-—
rerubahannya serta ketentuan ketentuan lain yang pernah ada  sc

panjanag bertentancan dencan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Hal hal yano belum cukup diatur dalam Feraturan Daerah ini sepan
janac mencenai pelaksanaannva akan ditetapkan kemudian oleh Kepa-

la paerah.



Fasal 13

(1} Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangoal diundangkan;
(2) Roar setiap oranc menqetahuinya, memerintahkan nengundangen
Feraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah-

Tinckat II Surabaya.

Surabaya 3C Desemher 1987,

DEWAN DFRWVAKILAN RAKYAT DMERAH WALIKOTAMADYR KEPALN DPTRAH
KOTAMADYD DAFRMH TINGKET II SURRBRYA TINGKAT II SURABLY2
Ketua,

ttd ttd

SOENJOTO, BA dr. H. POERNOMO KASIDY

Disahkan dencan Surat Keoutusan Menteri Dalam Neceri tangaal
4 acgustus 1988 Nomor 524,35 - 650,

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Direktorat Jendral Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah
Sekretaris,

tta

Ir. S0 JAMTO

Diundangkan dalar Lemharan Daerah Xotamadya Daerah Tinckat II
Surabaya tehun 1988 Seri I pada tangnal 31 Acustus 19882 Mo-

ror 2,

A,.p. WALIFOTRMADYR KEDALD: MAFRAH
TIMGKAT II SITABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd
Salinan sesuai dengan a$linya
Sekretaris Kotamadvea/Daerah Drs, SEQENARJO
Tingkat II Surabava Nip, 510040479

¢ ——

‘.-H- \ - -- * s
.. MOCH.“INSIAF
Ly i

" Nip. 5100#4779




IT.

PENJELMSAN
ATKS
PERATURAN DARRRH XOTAMADYA DAERPH TINGFAT IY SURABAYA
NOMOR 20 TRHUN 1987
TENTANG
FAJRK TOTONG FEWIN

. PENJELAEAN WMUM -

Petierintah Kotamadya Daerah Tinckat IT Surabaya menyadari akan
nontinonya nenvediaan dacing yanc sehat bari masyarakat, schincra ner
lu acanya penertiban dan pencawasan atas dacine yana akan dikonsumsi-

kan kepada masyarakat.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas dan sebagai penjabaran -
lebih lanjut Keputusan Menteri Pertanian Nomcr 555/Kpts/TW.240/9/1586
perlu ditetapkan ¥etentuan ketentuan Fajak Potono Hewan yano sckali -
cus merupakan dasar hukum pencganti Peraturan Dzerah Kotapraja Suraba
ya Nomor 2 tahun 1959 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembanc-

an masyarakat dan perekonomian saat ini.

Dalam Deraturan Dacrah ini khusus mengatur tentang Pajak Po -
tong Hewan seclain unnmas, karena najak potong ungeas akan ditetapkan-
doncan Peraturan Dacrah tersendiri sesuai dencan ketentuan dalam Xe

putusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TH.520/9/1987.

Dencan ditetapkannya Teraturan Dacrah ini, disampine menoatur-
tontang Yjin pemotoncan hewan juoa mencatur tentanc ketentuan hesarnva
najak vanc harus dibayar oleh wajib pajak atas nemberian ijin dimak -
gud sehacai penunjanc untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dsri

sek¥tor majak potone howan.

FPNJFLASAN TASRAL DFMI ENSAL ¢

Tasal 1 huruf a s/d huruf « : cukup jelas ;
huruf h : bemctoncan darurat ini dilakukan terha
dap hewan yang mendapat kecelakaan, mi
salnve kakinya patah dan sebacaimva
dan dengan catatan hewan tersebut ti-
dak terjangkit oleh suatu penvakit -
tertentu.

huruf § dan huruf 3§ : cukup jelas

-y

tasal 2 : cukun jelas
Tasal 3 s/4 Fasal 7 : cukup jeles ;
Pasal 8 s/a@ Pasal 13 + cukup jelas.
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